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ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai eskalasi yang
signifikan, dengan tercatatnya 341 konflik pada lahan seluas 914.574,963 hektar
yang berdampak langsung terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Salah satu akar
problem ini adalah rendahnya legitimasi hukum perjanjian tanah yang dilakukan
dibawah tangan dengan dasar bukti kwitansi pembayaran. Kendati seyogyanya
telah ada Yurisprudensi No. 126.K/Sip/1976, yang menegaskan bahwa sahnya jual
beli tanah tidak mutlak dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Putusan No.
13/Pdt.G/2025/PN.Jmr menerangkan perjanjian yang dilakukan dibawah tangan
tetap harus memerhatikan keabsahan perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH
Perdata dan asas-asas dalam hukum adat Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.
13/Pdt.G/2025/PN.Jmr terhadap perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yang
berdasarkan kwitansi pembayaran, serta melakukan tinjaun terhadap KUH Perdata
dan KHES atas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.
13/Pdt.G/2025/PN.Jmr.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical
approach). Bahan hukum (law material) dikumpulkan menggunakan studi
kepustakaan (library research) untuk memperoleh landasan hukum dan
hermeneutik tentang legitimasi hukum atas kwitansi sebagai perjanjian dibawah
tangan dalam peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang
berkenaan dengan prinsip-prinsip keabsahan perjanjian atau akad.

:

Hasil penelitian ‘menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim- putusan No.
13/Pdt.G/2025/PNJmr, kwitansi yang tidak secara jelas menerangkan identitas
tanah dan luasnya, yang mana hanya sekilas menerangkan jenis/objeknya yang
berupa tanah, batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak. Pasal 1333
KUH Perdata, setidaknya perjanjian yang jenis pokok objeknya telah ditentukan
dan untuk secara terperinci dapat dihitung dikemudian, maka ketidakjelasan luas,
seyogyanya tidaklah menjadi penghalang perjanjian. Asas kebebasan berkontrak,
konsensualisme, dan pacta sunt servanda dalam KUH Perdata, serta asas al-
hurriyah, ikhtiyari, dan asas luzum secara etimologi linguistik dalam KHES
menghendaki bahwa perjanjian diberikan keleluasaan, baik dalam bentuk maupun
jenisnya, walaupun tidak mengikuti nomenklaktur undang-undang syariah, maka
atas kesepakatan dan persesuaian kehendak tersebut, perjanjian telah mengikat bagi
para pihak bagaikan undang-undang.

Melalui konstruksi interpretasi ini, hakim pemeriksa perkara dinilai kurang cermat
dalam melakukan penerapan hukum, bahkan khususnya terhadap kompetensi
absolut pengadilan agama, yang telah mengesampingkan asas lex posteriori dan
asas lex spesialis. Kwitansi kedudukannya lemah. Oleh karenanya tetap harus
dilakukan legalisasi dan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: legitimasi hukum, kwitansi pembayaran, keabsahan akad.
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